
Lem bar an 
Perbendaharaan Negara [Lerubaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

ten tang 
Republik 

2004 Tahun 

a. bahwa untuk melaksanakan ketenuian Pasal 164 ayat (2) 
Peraturan Perncrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau 
antar rincian obyck belanja dilakukan rnclalui perubahan 
Peraturan Wali Kata tentang Penjabaran APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
pada 'huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kata Kendari tent.ang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 59 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerab r<ota Kendari 'Tahun A.nggaran 2024; 

J. Pasal 18 ayat (6) Undang • Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kot.amadya Daerah Tingkat JI Kendari 
[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Tndonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomur J 7 Tahun 2003 Lentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 

WALI KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI 
NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 

TENT ANG 

WAUKOTA KENDARI 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 10 TAHUN 2024 



5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcnrukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 
Negara Republik. Indonesia 1'ahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perun dang· 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680); 

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 'I'ab un 2023 tentang Penctapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 teniang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tarnbahari Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 renrang Hubungan 
Keuangan aruara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nornor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraruran Presidcn Nornor :-13 Tahun 2020 
tentang Standar I larga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5508); 

10. Peraturan Pemeriritah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan. Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

1 1. Peraturan Pcmcrlntah Nomor 23 Tahun 2005 ientang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Rcpublik Indonesia Nomor 74 Tah un 2012 
tentang Pcrubahan. Atas Peraturao Pemerintah Nomor 23 



Tahun 2005 icntang Pengclolaan Keuangan Badan 
t ayanan Umurn [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 17l, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5340); 

l2. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 t.encang 
Standar Akunran si Pernerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2017 lentang 
Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '2017 Nornor 73, Tambahan Lcmoaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan 1\dministrai.if Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Uaerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 

15. Peraturan Pemerinrah Nomor 12 Tahun 2019 Len tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019- tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6323); 

17. Pcraturan Pemcrintah Nomor 37 Tah un 2023 ten tang 
Pengelolaan Transfer kc Daerah (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik lndoncsia Nomor 6883); 

]8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan f>roduk Hukum Daerah (Berita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 teruang Pcrubahan 
atas Peraruran Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pernbcntukan Produ.k Hukurn Daerah [Bcrita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menreri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pcngelompokan Kernampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pcrtanggungjuwaban Dana 
Opcrasional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Numor 1067); 

'.20. Peraturan Menieri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 



Beberapa Ketentuan dalam Pcraturan Wali Kota Kendari Nornor 59 Tahun 2023 
tcntang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kora Kertdari Tahun 2023 Nornor 59) 
diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

: PERUBAHAN KEDUA ATAS P8RATURAN WALI KOTA KENDARI 
NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG 1-'~:NJAB.1\RA.N ANGGARAN 
PENDAPATAN D/\N BELAN,JA DAERAH KOTA KEND/\RI TAHUN 
ANGGARAN 2024 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Piniaman Pemulihan Ekonomi 
Nasional tmtuk Pemerintah Daerah (Berita Negara 
(<epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana 
tclah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Men Leri Keuangan Nornor 
43/PMK.07 /2021 Tahun 2021 ten Lang Perubahan Kedua 
atas Peral.uran Menteri Keuangan Nomor 
105 / PMK.07 / 2020 ten tang Pengelolaan Pinjaman 
Pemulihan Ekonomi Nasional unruk Pemerintah Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2021 Nomor 
482); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan DAn Belanja Dacrah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapaian Dan Belanja Dacrah, Dan Rancangan 
Pcraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 1-'erubaban 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

23. Peraturan Daerah Kot.a Kendari Nornor l Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Dacrah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kola Kendari Nomor 27); 

24. Peraturan Dacrah Kota Kendari Nornor 7 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola 
Kendari Tah un Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kata 
Kendari Tahun 2023 Nornor 7); 



(1) Anggaran, belanja modal sebagairnana dirnaksud dalam pasal 7 huruf b 
dircncanakan sebesar Rp. 338.106.475.654,- terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralaran dan mesin; 
c. Rt'!lanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
e. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 3.829.042.418,-. 

(3) Belanja modal peralatan da.n mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebcsar Rp. 31.349.803.948,-. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar l~p. 89.111.638.720,-. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagairnana dimaksud pada ayat 
(l) huruf d direncanakan sebesar Rp. 210.149.315.523,-. 

(n) Bclanja modal aset Iainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 3.666.675.045,-. 

Pasal 9 

2. Keterituan ayat (t ], ayat (3) sampai dengan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a 
direncanakan sebcsar Rp. l.251.038.461.053,- Yang terdiri atas : 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruJ a direncanakan 
sebesar Rp. 747.118.411.519,. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dircncanakan sebesar Rp. 4 l l.470.400.g20,-. 

(4) Belanja Bunga scbagairnana dirnaksud pada ayat [ 1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 21.514.837:717,-. 

(5) Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 67 .587 .810.897 ,-. 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf e 
direncanakan scbesar Rp. 3.347.000.000,-. 

Pasal 8 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikur : 



Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal ?-G. - '3 - 2024 

4 
3 
2 

Ditetapkan d1 Kendari 
pada tanggal :..f, - 3 - 2024 

PARAF KOORDINASI 
NO INSTANSII UNIT KERJA PAR AF 
1 1o 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dcngan penernpatannya dalam Serita Daerah Kola Kendari. 

Peraturan Wali Kata ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal ll 

Anggaran belanja tidak terduga scbagairnana dimaksud dalarn pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 10.307.044.054,- yang terdiri atas belanja tidak 
terduga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bugian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kora ini. 

Pasal 10 

3. Keteutuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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